
BAB V 

PENUTUP 

5.1. Simpulan 

Dari keseluruhan isi yang ada dalam karya ilmiah skripsi ini maka dapat 

ditarik simpulan sebagai berikut: 

Pertanggungjawaban pidana timbul karena adanya tindakan pidana yang 

dilakukan oleh pelaku tindak pidana, dalam hal tindak pidana jual beli harta benda 

wakaf yang dilakukan oleh pelaku jelas telah melanggar ketentuan dalam Pasal 67 

ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Sebagaimana 

pula telah diuraikan dalam Undang-Undang tersebut diatas, bahwasanya tidak 

boleh dilakukan perbuatan hukum berupa peralihan hak atas harta benda wakaf 

dalam bentuk apapun. 

Akibat hukum yang timbul dari tindak pidana jual beli harta benda wakaf 

adalah pertanggungjawaban pidana yang harus dilaksanakan oleh pelaku tindak 

pidana berupa pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda sebanyak-

banyaknya Rp.500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah). 

5.2. Saran 

Aturan hukum yang selama ini dibuat oleh Pemerintah bertujuan untuk 

menertibkan kegiatan yang dilakukan oleh setiap orang, akan tetapi dari setiap 

aturan tersebut masih belum dipahami oleh masyarakat. Sehingga dengan ini 

diharapkan Pemerintah untuk bergerak lebih aktif dalam memberikan arahan 

kepada masyarakat baik itu melalui sosialisasi secara langsung ataupun dengan 

sarana dan prasarana yang dapat dilihat oleh masyarakat. 

Serta dilakukannya evaluasi terhadap setiap peraturan-peraturan hukum 

yang telah dibuat, termasuk kedalam nya adalah bentuk implementasi dari aturan 

hukum tersebut terhadap kasus-kasus yang terjadi dan berkembang di masyarakat 

agar aturan-aturan hukum itu bisa efektif dan efisien mengatasi setiap 

permasalahan yang terjadi. 
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